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BUPATITANA TORA'A

PROVINSI SULATIUESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NoMoR: /$ rmun zofl

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT IUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITANA TORAJA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubemur

Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Selalan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok,

maka perlu menetapkan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan

dan penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan dampak rokok lerhadap

kos0halan rnasyarakat;

bahwa pengunaan dan pembagian hasil penenmaan pajak rokok sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dialokasikan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Kabupaten Tana Toraja,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b, perhr menelapkan Peraturan Bupati Tana Toraia tentang Penggunaan dan

[lrrrrlrirr;ian llr:;il Penenmaan Pajak Rokok.

Mengingat: 1. Urtdarrg-Undartq Nomor 29 Tahun ',|959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tirrgkal ll di Sutawesi (Lembaran Negara Republik lndoneiia Tahun 1959 Nomor

74, Iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822);

2. Urrdang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Porpajakan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3262) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Meniadi Undang-
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UrrrIrnq. Tanrb;than Lembaran Negara Reptrblik lndonesia Nomor 4999):

IlrrrLrrrg-Utttl,rrrg Nonror 11 Tahun 1995 lenlang Cukai (Lernbaran Negara Republik

Irrlrrr0siir Talrun 1995 Nomor 76, Tambahan Lenlbaran Negara Republik lndonesia

Norrror 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang'Undang Nomor 39 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun '1995 tentang

cukai (Lembirran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan

Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4755);

Undang-Unclang Nomor 28 Tahun '1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, lerakhir

rlerrrlan Unrl;rrrg.[Jndang Nomor 12 Talrun 2008 krrrlanq Prnrbahan Kcdua alas

[ )rrr lang.Unrl, rrrg Nonror 32 Tahun 2004 l{]nlang Pcnrerinlahan Daerah (Lenrbaran

I'legara Republik lndonesia Tahun 2008 Nr-rrnor 59, Tambahan Lembaran Negara

Rt,:publik lndonesia Nomor 4844);

Urrrlang-Und;rrrg Nomor 33 Tahun 2004 tr:ntang Perimbangan Keuangan antara

l:'llrrrerintah [:'usat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

hrrIrr,*;ia I;rlrrrn 2004 Nonror 126. T;rrrrltalnrr l.entblrran Neq;rrrr Repuhlik

ItrtI rrtosia Norrror 44118);

E
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10. Undang'undang Nomor 28 Tahun 2009 tenrang pajak Daerah dan Retribusi

l)arrralr (Lr,,nrh;tr;l) Negara Republik lnrfurncsia Taltun 200t) Nonror l]2. Tarrrbalran

[-r.:rrrllaran Nr:gara Republik lndonesia Nornor 504g)t

11 Urrdirng'Undarrg Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan

Penrndang-rrrrlangan (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2011 Nomor

ll2, Iarlbahan Lenrharan Negara Republik hrrlonesia Nonror 5234);

17 l1'r,rlrr;rn Pr'rrrerirrl;rh Nomor 58 Talrrrn 1)1105 l(lnli)n(l pengclolirrn Kr-.rrancran

lr,rr.rirlr (lt.rnlrlrr;rn Negara Republik lrrrkrnscsn Ttrlrtrrr 2005 Nrrrnor 140,

l.urrlr;rlran Llrrrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

l:t ll:r;rlrrran Pr:nrerrnlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian Urusan

l'lrrrrlrirtlahan anlara Pemerintah, Pemerinlah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Dlurah KabLr;raten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor

ll2, Tarnbaharr Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737)

14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 20'!1 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Nrgara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B Tahun 20'13 tentang Pajak

Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 125,

Tambahan Lenrbaran Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
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Nomor 52);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja

Tahun 2008 Nomor 2):

21 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torala Nonror 3 Tahun 2008 tentang Urusan

[,err rerirrlah:trr D;rr:ralr yang nrenjadi Kuworratrllarr Pentetilah Kallulxtlett Tlttttt

l ori4a (Lenrbaran Daerah Kabupaten Tana Torala Tahtrn 2008 Nonror 3)'

22 PeratLrran Drerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pernben[rkan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja

(l r:rrrbrrran D,rcralr Kabupaten Tana Toraja Tahrrn 2008 Nomor 10) sebagaimana

tll, rlr rlirrlrirlr rlorrqan Peraturan Daerah Klllrpalett Tana Toraja Nontor 'l Tahun

;111,'l,fnliurlI'r..rrrl.rirlrrn alas P0ralurar l-);r.r;rlt I(itlrulralcrt Irtrtit lortlir ltlotrtor 1(.)

.[rrlrrrrr 
2008 lerrtang Pembenlukan Organrsasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

K;rlrrrpirlen Trura Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tirhun 2012

Norrror 01).

MEMUTUSKAN:

V MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN

HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torala.

2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai

Pemerintahan Daerah,

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor I Tahun 2013

tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun

2013 tentang Palak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

UNSUT Penyelenggara



-5

4 Pajak Rokok yang selanjutnya disebut Palak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungul oleh

Pemerintah.

5 Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerulu dan rokok daun,

6 Cukai rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok karena silat atau

karakteristiknya memenuhi ketenluan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang

cu kai.

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak Daerah.

8 wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah,

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data dan subyek pajak,

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan

penyetorannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan unluk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan hasil
pemungutan pajak rokok

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan urrhrk :

a Memperl;trrr:ar Irr,rrrrrrr0ultrrr,lirn penerinraan pa;ak;

b Memperregas rarircara per)ranfaatan dan penggunaan hasir pernungulan pajak rokok; dan
c Menga.rr pemrrirllian besaran arokasi hasir pemungutan pajak rokok bagi daerah.

BAB III

I,FI!GGL]I.IAAN HASIL PENERIIVAAN PAJAK ROKOK

Pasal 3

(l) Penggunaan hirsil Irrrrcrirlaan I)aiak rokok dialokasikan untuk mendanai :

a Pelayanarr kosrrlt; rhrr, clan

h. Penegaktl r ltrrkrrrrr.

(;,) K.:lc'nlu.rr,)or(lor;, p*raksarriran sebagaimana crimaksud pada ayat (1)ditetapkan oreh Bupati

Pasal 4

Kogialarr pcluyirrrirrr kcseharan sebagaimana dimaksud dalam pasar 3 huruf a dapat berupa
Pembangurrirrr Gcdung Rurnah Sakit;

Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap;

{l)

a

lr

c Rehabilitasi ;
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BAB IV

Pasal 5

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

QI

d. Pengadaarr olr;rt rlilr perhokalan kesehatan,
e. Penyuhrlr;trr l ri r:, yi lt itki tl 1r,rlir Irrr[tp sehat;
[. pengembanq;rrr 

rrxrdia prorrrosr dan informasi sadar hidup sehal;
U Pernbualarr nr;rrrr;arr khusrrs nrerokok,
h Rehahilillsj ltr rr; rl/rirrgan surana kesehatan;j. Penrllrrlirirrr srrr;rrra (lan prasarana puskesmas 

keliling;;
1. Pelatihilt tlirrr pclriiclikan perawatan anak balila;
k. Ke.gralan lrrrrrny;r yang menunJang fungsi peningkalan pelayanan kesehatan masyarakal.l(egiaran porrr:r;irkrrrr rrLrkurn sr:rlagainrana dimaksud daram pasat 3 huruf b dapat berupa :lu Peninclkalirrr kuirlitas procluk hukunr daerah, penegakan peieb sosialisasidan pubrikasrproduk hukum daerah terkairdenr.],ril_r:T;lran 

peraturan 
Bupati;

c. Pendataan obyek pajak;

d Penagihan piutang pajak;

e. Pendataan objek dan sublek pajak.

ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

(1) Pajak yang diterima oleh pemerintah Daerah dialokasikan
persen) untuk mendanai peiavanan kesehatan o.r rrr.nr*rl1]',l,lrsedikit 

sebesar 500/o (rima puruh

(2) Sisa dari arokasi pemanfaatan dana bagi hasir enerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud padaayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas pemerintah 
Daerah.(3) Totai arokasi pajak unruk perayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud padaayat (1)dibagi berdasarkan pota pembagian sebagai berikut :

a, Paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
b. Palingtinggil0%(sepuluhpersen)untukpenegakanhukum. 

.

(1)

(2)

Pembinaan alas perrogunaan alokasi dana bagi hasil penerinraan palak rokok drlakukan oleh Bupali
sesuai kelenluan l)eraturan penrndang_Lrndangan

Pengawasan aras peng0unaan arokasi dana bagi hasir penerimaan parak rokok dirakukan oreh Bupati
alau pejabal yang rliturrjuk.
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(3) Bupati atau peiabal yang ditunjuk wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun kepada Gubemur atau Dinas yang menangani

pajak rokok.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berila Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Dilelnpkan rli Makale

1r,rrl,r l.rrrrlq;rl 4 agny'/|*
BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di a[:

parla tanggal

KABUPA ANA TORAJA,

KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2014 NOMOC 1,
v


